BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN MRANGGEN
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan 
Kecamatan sesuai Peraturan Bupati Demak No. 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak, dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan. Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan yang menjadi kewenangan Daerah.


Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, maka Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. 
penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; 

b. 
pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

c. 
pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 

d. 
pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; 

e. 
pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 

f. 
pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; 

g. 
pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; 

h. 
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan. 

Susunan organisasi Kecamatan adalah: 

a. Camat;
b. Sekretaris Kecamatan yang membawahi;
1.  Sub Bagian Program dan Keuangan;

2.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Unsur Pelaksana, yang terdiri dari: 

1.  Seksi Tata Pemerintahan;

2.  Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pelayanan Umum;

3.  Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

4.  Seksi Kesejahteraan Rakyat

Uraian terkait tugas dan fungsi dari susunan organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Camat

Kecamatan yang dipimpin seorang camat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan demikian camat juga memimpin pelaksanaan fungsi sebagaimana tersebut di atas terkait fungsi kecamatan.
2. Sekretariat 
Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Kecamatan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian; 

b. 
pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan administrasi umum, serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan; 

c. 
pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan pelayanan umum di lingkungan kecamatan; 

d. 
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Sekretariat yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan membawahi beberapa sub-bidang yaitu: 

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian - sub bagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.
1) Sub Bagian Program dan Keuangan 
Dipimpin Kasubag yang mempunyai tugas pokok membantu Sekcam dalam menyusun program kegiatan, monitoring, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan pengelolaan administrasi keuangan kecamatan meliputi : menyiapkan proses pencairan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan, melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan, menyelenggarakan bimbingan dan pengendalian program operasional kecamatan, dan menyiapkan bahan penyusunan laporan-laporan dinas secara periodik.  
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin seorang Kasubag, mempunyai tugas pokok membantu Sekcam dalam melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan yang meliputi: merencanakan dan  pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga, melaksanaan inventarisasi barang kekayaan kecamatan, membuat laporan rutin tentang administrasi, dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat pegawai dan urusan kepegawaian lainnya. 
3. Seksi Tata Pemerintahan
Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kasi Tata Pemerintahan yang mempunyai tugas pokok membantu tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Pemerintahan Umum  dan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
Untuk melaksanakannya, tugas pokok Kasi Tapem adalah: 

a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;

c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Seksi di lingkungan Kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. Merumuskan petunjuk teknis dan naskah dinas pengembangan Pemerintahan umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan;

f. Merencanakan operasional, konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan pengembangan Pemerintahan umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan;

g. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan  terhadap pengembangan Pemerintahan umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan sebagai bahan evaluasi;

h. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pengesahan dan pelantikan  Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

i. Melakukan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban dan akhir masa jabatan Kepala Desa;

j. Melaksanakan inventarisasi obyek dan pungutan atas pajak dan retribusi tertentu;

k. Melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala desa dan Keputusan Kepala desa/Kepala Kelurahan;

l. Melaksanakan administrasi kependudukan di wilayah Kecamatan;

m. Melaksanakan fasilitasi, penataan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan lembaga-lembaga Desa/Kelurahan; 

n. Melaksanakan fasilitasi terhadap pembentukan, penghapusan, pemecahan, penggabungan desa/kelurahan serta perubahan status dari desa menjadi kelurahan;

o. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;

p. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa/ kelurahan dan perangkat desa/kelurahan;

q. Mengevaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa; 

r. Melaksanakan inventarisasi dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul;

s. Memfasilitasi pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan dan perubahan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik, maupun perubahan status tanah pemerintah menjadi hak milik perorangan dan/atau badan hukum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

t. memfasilitasi dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;

u. Melaksanakan pengendalian lahan dan peruntukannya;

v. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan di wilayah kerjanya;

w. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

x. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

y. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

z. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

4. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pelayanan Umum
Seksi Trantib dan Pelayanan Umum dipimpin seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, Kasi Ketentraman Ketertiban & Pelayanan Umum mempunyai tugas: 

a. Menyusun program kegiatan pengembangan ketentraman dan ketertiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku  dan kebijakan atasan;

c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. Menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas pengembangan trantibum guna menciptakan suasana kecamatan kondusif;

f. Menyiapkan bahan konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan pengembangan Ketentraman dan ketertiban guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pencapaian ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat;

g. Menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pengembangan Ketentraman dan ketertiban melalui pengembangan Linmas dan Satuan Polisi Pamong Praja;

h. Memberikan fasilitasi pelaksanaan inventarisasi dan pengamanan aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan;

i. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan  terhadap pengembangan Ketentraman dan ketertiban sebagai bahan evaluasi;

j. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar desa;

k. Melaksanakan fasilitasi dan pengkoordinasian penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;

l. Merekomendasikan persyaratan ijin keramaian di wilayah kecamatan;

m. Fasilitasi terhadap kegiatan pengembangan nilai-nilai Kebangsaan dan pemberdayaan kerukunan serta kerukunan masyarakat guna pelestarian nilai-nilai kebangsaan dan terciptanya ketentraman serta ketertiban umum;

n. Melaksanakan pemantauan kegiatan masyarakat yang berdampak pada ketentraman, ketertiban umum, politik, sosial dan budaya yang dapat berpengaruh terhadap situasi Kecamatan;

o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

p. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

q. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas pokok membantu tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud di atas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas: 

a. Menyusun program pemberdayaan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku  dan kebijakan atasan;

c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. Menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pengembangan perekonomian;

f. Menyiapkan  bahan konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam pemantauan dan pengendalian pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan perekonomian; 

g. Melaksanakan fasilitasi pengembangan perekonomian di Kecamatan;

h. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan melaporkan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;

i. Memfasilitasi pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha mikro kecil menengah, dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;

j. Memberikan rekomendasi dan pengawasan penyaluran serta pengembalian kredit-kredit program pemerintah;

k. Melaksanakan pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa izin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;

l. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan antar desa/kelurahan;

m. Menyelenggarakan penilaian pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;

n. Inventarisasi dan pendataan permasalahan  terhadap pelaksanaan dan pengembangan pembangunan  dan  perekonomian  di  Kecamatan  sebagai  bahan  evaluasi;

o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

p. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

q. Menyampaikan saran pertimbangan kepada atasan, lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

6. Seksi Kesejahteraan Rakyat
Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi  Kesra, mempunyai tugas pokok membantu tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang kesejaheraan rakyat.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud di atas, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas: 

a. Menyusun program kesejahteraan rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku  dan kebijakan atasan;

c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. Menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas pelaksanaan pembinaan kesejahteraan rakyat;

f. Menyiapkan  bahan konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam pemantauan dan pengendalian pembinaan kesejahteraan rakyat; 

g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kepramukaan, pemberdayaan perempuan serta Keluarga Berencana;

h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program serta penyelenggaraan sarana pendidikan dan kesehatan;

i. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;

j. Melaksanakan pengawasan benda-benda cagar budaya;

k. Melaksanakan fasilitasi,  pembinaan dan pengembangan ketenaga kerjaan dan perburuhan;

l. Melaksanakan fasilitasi, pengkoordinasian dan pengawasan terhadap penyaluran dana, barang bantuan program dari Pemerintah ke masyarakat;

m. Melaksanakan fasilitasi kegiatan organisasi sosial, kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;

n. Membina lembaga-lembaga adat;

o. Melakukan tindakan awal dalam penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi;

p. Melaksanakan penanggulangan masalah-masalah kesejahteraan sosial;

q. Melaksanakan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;

r. Melaksanakan pemberian pertimbangan pendirian tempat-tempat peribadatan;

s. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan;

t. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan  terhadap Pembinaan Kesejahteraan Rakyat di Kecamatan sebagai bahan evaluasi;

u. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

v. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

w. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

x. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan  perintah atasan.

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Kecamatan Mranggen 
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2.2. Sumber Daya Kecamatan
2.2.1. Sumber Daya Manusia Kecamatan Mranggen

Sumberdaya  manusia  merupakan  salah  satu  unsur  penting  yang  harus  dimiliki  oleh  instansi/badan usaha,  karena  kinerja  para  pegawai  akan  menentukan tingkat  kinerja  instansi/badan  usaha  tersebut. 

Tabel 2.1

Jumlah / Komposisi Pegawai Kec. Mranggen Berdasarkan Golongan

	No
	Unit Kerja
	Golongan (Orang)
	Jumlah

	
	
	IV
	III
	II
	I
	

	
	
	L
	P
	L
	P
	L
	P
	L
	P
	L
	P

	1
	Kecamatan Mranggen
	2
	-
	4
	6
	9
	2
	1
	
	17
	7


Berdasarkan tabel di atas jumlah aparatur dilihat berdasarkan Golongan dibandingkan dengan unit kerja menunjukan bahwa dengan jumlah 24 personil masih belum optimal. Dengan perhitungan jumlah ideal yang mengacu pada beban kerja, jumlah personil yang dibutuhkan adalah sebanyak 30 orang (berdasarkan analisis beban kerja) 

Tabel 2.2

Jumlah / Komposisi Pegawai Kec. Mranggen Berdasarkan Pendidikan

	No
	Unit Kerja
	Pendidikan (Orang)
	Jumlah

	
	
	S2
	S1
	D3
	SLTA
	SLTP
	SD
	

	
	
	L
	P
	L
	P
	L
	P
	L
	P
	L
	P
	L
	P
	L
	P

	1
	Kecamatan Mranggen
	1
	-
	7
	3
	2
	-
	5
	3
	2
	1
	-
	-
	17
	7


Berdasarkan tabel di atas, jumlah aparatur berdasarkan pendidikannya dimungkinkan untuk mendapatkan prioritas peningkatan jenjang pendidikan khususnya dari S1 ke S2 melalui jalur bea siswa yang dijadikan salah satu program unggulan dalam RPJMD Kab. Demak 2016 – 2021.
Tabel 2.3.

Jumlah / Komposisi Pegawai Kec. Mranggen Berdasarkan Jenis Kelamin
	NO


	UNIT KERJA
	JENIS KELAMIN
	JUMLAH

	
	
	L
	P
	

	1
	KECAMATAN MRANGGEN
	17

	7
	24


Berdasarkan tabel di atas jumlah aparatur apabila dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, sudah mendukung kesetaraan dan keadilan gender karena jumlah aparatur perempuan staf Kecamatan Mranggen sekitar 30%.
2.2.2. Sumber Daya Aset

Perlengkapan/Aset yang dimiliki Kecamatan Mranggen sebagai berikut: 
Tabel 2.4.

Sumber Daya Asset Kecamatan Mranggen
	No
	Nama Barang/Jenis Barang
	Jumlah Barang
	Keadaan Barang
	Ket.

	
	
	
	Baik (B)
	Kurang Baik (KB)
	Rusak Berat (RB)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	Gedung/bangunan :
	
	
	
	
	

	
	· Bang Kantor
	1
	1
	
	
	

	
	· Bang Ged.PKK
	
	
	
	
	

	
	· Ged.Petemuan
	1
	1
	
	
	

	
	· Bang Rmh Dinas
	1
	1
	
	
	

	
	· Bang Tmpt Parkir
	1
	1
	
	
	

	
	· Bang Pagar Hal
	1
	1
	
	
	

	
	· Bang ged.OR
	
	
	
	
	

	2. 
	Kendaraan dinas roda 4
	1
	
	1


	
	Suzuki APV th.2007

	3. 
	Kendaraan roda 2
	9
	3
	4
	2
	Proses penghapusan 2 

	4. 
	Kipas angin
	4
	1
	3
	
	

	5. 
	AC
	10
	6
	4
	
	

	6. 
	Komputer
	7
	3
	4
	
	

	7. 
	LCD
	2
	2
	
	
	Hadiah dr PBB

	8. 
	Televisi
	1
	
	1
	
	

	9. 
	Sound System
	2
	1
	1
	
	

	10. 
	Telephon
	1
	1
	
	
	

	11. 
	Handy talkie (HT)
	2
	2
	
	
	

	12. 
	Mebeleur
	
	1
	
	
	Terdiri dr: meja,kursi,filling kabinet,almari,papan nama,,dll

	
	Jumlah :
	44
	26
	17
	2
	



Berdasarkan data di atas, kondisi perlengkapan/aset yang dimiliki oleh PD Kecamatan Mranggen sebagian besar masih dalam kondisi baik tetapi masih membutuhkan penambahan pada peralatan kerja dan penambahan local gedung sehingga perlu penambahan alokasi termasuk untuk pemeliharaannya.
2.3. Kinerja Pelayanan OPD 

Realisasi kinerja pelayanan kepada masyarakat yang disediakan oleh Kecamatan Mranggen secara umum terlihat dari program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mranggen selama kurun waktu 2011 – 2015, yaitu sebagai berikut : 
a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011 – 2015 adalah sebesar 92 %

b) Program Pendidikan Anak Usia Dini rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011 – 2015 adalah sebesar 100 %

c) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011 – 2015 adalah 100 %

d) Program pembangunan infrastruktur perdesaaan rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011 – 2015 adalah sebesar 100 %

e) Program perencanaan pembangunan daerah rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011 – 2015 adalah sebesar 100 %

f) Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011 – 2015 adalah sebesar 100 %

g) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011 – 2015 adalah sebesar 90%

h) Program peningkatan peran serta kepemudaan rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011 – 2015 adalah sebesar  100 %

i) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Pemuda rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011 – 2015 adalah sebesar 100 %

j) Program Upaya Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011 – 2015 adalah sebesar 100 %

k) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011 – 2015 adalah sebesar 100%

l) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011 – 2015 adalah sebesar 100%

m) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011 – 2015 adalah sebesar 100%

n) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011 – 2015 adalah sebesar 100%
o) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011 – 2015 adalah sebesar 100%

p) Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011 – 2015 adalah sebesar 100 %

q) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011 – 2015 adalah sebesar 100%

r) Program Reformasi Birokrasi rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011 – 2015 adalah sebesar 80 %

s) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011 – 2015 adalah sebesar 100 %

t) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011 – 2015 adalah sebesar 100%

u) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011 – 2015 adalah sebesar 100%

v) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011 – 2015 adalah sebesar 100%

w) Program Pengembangan kemitraan rata-rata realisasi anggaran selama periode 2011 – 2015 adalah sebesar 100%

Perencanaan dan realisasi anggaran atas Renstra Kecamatan Mranggen Tahun Anggaran 2016 lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.5.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

	NO
	Uraian***)
	Anggaran Pada Tahun Ke -
	Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -
	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-
	Rata - Rata Pertumbuhan

	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Anggaran
	Realisasi 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
	82.970.000
	95.000.000
	83.283.000
	91.637.000
	97.900.000
	80.621.000
	80.590.322
	79.094.257
	87.263.279
	92.590.990
	                      97 
	                      85 
	                      95 
	                      95 
	                      95 
	8
	18

	2
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	31.000.000
	36.500.000
	149.000.000
	52.410.000
	78.500.000
	30.772.000
	32.722.250
	144.359.500
	51.156.998
	75.023.150
	                      99 
	                      90 
	                      97 
	                      98 
	                      96 
	-8
	8

	3
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-9

	4
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	
	20.000.000
	12.000.000
	20.000.000
	25.000.000
	
	20.000.000
	10.725.500
	20.000.000
	25.000.000
	 
	                    100 
	                      89 
	                    100 
	                    100 
	46
	 

	5
	Program Pendidikan Anak Usia Dini
	
	6.000.000
	2.500.000
	9.000.000
	
	
	6.000.000
	2.500.000
	9.000.000
	
	 
	                    100 
	                    100 
	                    100 
	 
	80
	56

	6
	Program Penguatan Pemerintah Desa dan Kecamatan
	26.800.000
	
	
	
	
	26.800.000
	
	
	
	
	                    100 
	 
	 
	 
	 
	 
	80

	7
	Program Penguatan Pelayanan Publik
	204.500.000
	
	
	
	
	104.300.000
	
	
	
	
	                      51 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
	
	
	4.750.000
	4.750.000
	2.500.000
	
	
	4.750.000
	4.750.000
	2.125.000
	 
	 
	                    100 
	                    100 
	                      85 
	-24
	 

	9
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan
	
	
	
	
	4.500.000
	
	
	
	
	1.500.000
	 
	 
	 
	 
	                      33 
	 
	-28

	10
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
	
	
	2.000.000
	
	
	
	
	2.000.000
	
	
	 
	 
	                    100 
	 
	 
	 
	 

	11
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
	
	2.500.000
	4.000.000
	
	
	
	2.500.000
	4.000.000
	
	
	 
	                    100 
	                    100 
	 
	 
	 
	 

	12
	Program Peningkatan Kesehatan Lansia
	
	
	
	3.950.000
	
	
	
	
	3.950.000
	
	 
	 
	 
	                    100 
	 
	 
	 

	13
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
	
	
	
	8.140.000
	
	
	
	
	8.140.000
	
	 
	 
	 
	                    100 
	 
	 
	 

	14
	Program Pembangunan Insfrastruktur Perdesaan
	
	201.000.000
	977.000.000
	675.000.000
	1.202.000.000
	
	199.950.000
	971.932.000
	672.450.000
	1.195.148.000
	 
	                      99 
	                      99 
	                    100 
	                      99 
	24
	 

	15
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaran Gender Dalam Pembangunan
	
	
	
	12.000.000
	12.977.000
	
	
	
	12.000.000
	9.655.000
	 
	 
	 
	                    100 
	                      74 
	 
	23

	16
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Program Pengembangan Nilai Budaya
	
	
	
	
	8.000.000
	
	
	
	
	7.800.000
	 
	 
	 
	 
	                      98 
	 
	 

	19
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
	
	
	
	
	4.000.000
	
	
	
	
	4.000.000
	 
	 
	 
	 
	                    100 
	 
	 

	20
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
	
	20.500.000
	
	6.500.000
	
	
	20.220.000
	
	6.500.000
	
	 
	                      99 
	 
	                    100 
	 
	 
	 

	21
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Derah / Wakil Kepala Daerah
	
	
	43.480.000
	68.940.000
	60.000.000
	
	
	43.480.000
	68.940.000
	60.000.000
	 
	 
	                    100 
	                    100 
	                    100 
	23
	 

	22
	Program Pengembangan Kewirasusahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
	
	5.000.000
	5.000.000
	5.000.000
	5.000.000
	
	5.000.000
	5.000.000
	5.000.000
	445.000
	 
	                    100 
	                    100 
	                    100 
	                        9 
	0
	23

	23
	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda
	
	10.243.000
	10.000.000
	10.000.000
	7.450.000
	
	10.243.000
	10.000.000
	9.999.500
	7.450.000
	 
	                    100 
	                    100 
	                    100 
	                    100 
	-13
	-46

	24
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
	
	17.500.000
	
	25.000.000
	6.000.000
	
	17.345.000
	
	25.000.000
	6.000.000
	 
	                      99 
	 
	                    100 
	                    100 
	 
	-13

	25
	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
	
	
	
	12.000.000
	143.575.000
	
	
	
	12.000.000
	134.425.000
	 
	 
	 
	                    100 
	                      94 
	 
	 

	26
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
	
	14.500.000
	14.500.000
	6.000.000
	
	
	14.500.000
	14.500.000
	6.000.000
	
	 
	                    100 
	                    100 
	                    100 
	 
	-79
	 

	27
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat ( Pekat )
	
	
	
	5.500.000
	
	
	
	
	5.500.000
	
	 
	 
	 
	                    100 
	 
	 
	-79

	28
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaam Keuangan Daerah
	
	
	
	6.000.000
	5.000.000
	
	
	
	6.000.000
	3.500.000
	 
	 
	 
	                    100 
	                      70 
	 
	 

	29
	Program Pembinaan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa
	
	
	
	
	44.750.000
	
	
	
	
	44.149.000
	 
	 
	 
	 
	                      99 
	 
	 

	30
	Program Pembinaan dan Pengempangan Aparatur
	
	
	
	10.000.000
	
	
	
	
	2.375.000
	
	 
	 
	 
	                      24 
	 
	 
	 

	31
	Program Reformsai Birokrasi
	
	
	10.000.000
	10.000.000
	10.000.000
	
	
	8.077.000
	10.000.000
	10.000.000
	 
	 
	                      81 
	                    100 
	                    100 
	0
	 

	32
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
	
	
	
	
	5.000.000
	
	
	
	
	5.000.000
	 
	 
	 
	 
	                    100 
	 
	12

	33
	Progam Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
	
	15.000.000
	17.000.000
	11.000.000
	9.000.000
	
	15.000.000
	17.000.000
	11.000.000
	9.000.000
	 
	                    100 
	                    100 
	                    100 
	                    100 
	-27
	 

	34
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
	
	
	13.300.000
	10.000.000
	
	
	
	13.300.000
	10.000.000
	
	 
	 
	                    100 
	                    100 
	 
	-62
	-27

	35
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
	
	13.000.000
	11.500.000
	10.000.000
	
	
	13.000.000
	11.500.000
	10.000.000
	
	 
	                    100 
	                    100 
	                    100 
	 
	-57
	-62

	36
	Program Pengembangan Kemitraan
	
	3.500.000
	4.000.000
	4.000.000
	4.000.000
	
	3.500.000
	4.000.000
	4.000.000
	4.000.000
	 
	                    100 
	                    100 
	                    100 
	                    100 
	0
	-57

	37
	Program Keluarga Berencana
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0


2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1. Tantangan 

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan PD Kecamatan Mranggen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu: 

1. Tingginya tingkat pengangguran

2. Tingginya jumlah penduduk miskin

3. Tingginya ancaman bencana

4. Tingginya intervensi politis

5. Rendahnya semangat kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat
2.4.2. Peluang 


Peluang yang ada di wilayah Kecamatan Mranggen dalam mendukung kinerja Kecamatan adalah sebagai berikut: 

1. Dukungan Masyarakat
2. Semakin banyak pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada camat 

3. Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

4. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  memberikan kewenangan kepada kecamatan yang lebih besar

5. Kemajuan perkembangan teknologi dan informasi yang cepat.
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